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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang 

dilaksanakan secara offline di Apotek Pahala Ketintang, dapat disimpulkan: 

1. PKPA meningkatkan pemahaman calon apoteker baik dari peran, 

fungsi sampai tanggung jawab apoteker dalam pelayanan 

kefarmasian di apotek. 

2. PKPA memberikan bekal bagi calon apoteker agar dapat 

melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidangnya. 

3. PKPA memberikan pemahaman untuk mempelajari startegi dan 

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan demi pengembangan 

pelayanan kefarmasian di apotek. 

4. PKPA mewajibkan seorang apoteker berwawasan luas dan 

mengikuti perkembangan kesehatan agar dapat memberikan 

pelayanan dan juga pengobatan dengan tepat. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja 

Profesi Apoteker di Apotek Pahala Ketintang yaitu: 

1. Calon apoteker perlu untuk membekali diri dengan pengetahuan 

yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di apotek. 

2. Calon apoteker perlu mengembangkan dan melatih diri dalam 

berkomunikasi dengan pasien. 

3. Calon apoteker lebih aktif dan tanggap agar dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih banyak. 
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